BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan umum bahwa Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui
Proses Mediasi Oleh Kepala Desa di Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah
Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dikatakan tidak terlalu baik. Hal ini dapat

dibuktikan dalam rincian indikator tahapan proses mediasi sebagai berikut :

1. Mediator Menjalin hubungan yang baik dengan pihak yang bersengketa
Dalam tahapan ini dapat diketahui bahwa hubungan antara pihak mediator
dengan para pihak yang bersengketa memang baik-baik saja karena pihak
mediator memang benar-benar mempunyai hubungan yang cukup dekat
dengan kedua keluarga yang bersengketa.

2. Mediator mengetahui kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa
Dalam tahapan ini diketahui bahwa mediator memang mengetahui
kepentingan-kepentingan kedua keluarga yang bersengketa, yaitu mediator
mendekatkan diri dengan kedua pihak dan menanyakan apa yang menjadi
kepentingan mereka.

3. Mediator menyusun rencana strategi mediasi
Dalam tahap ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk proses

penyusunan strategi yang dilakukan oleh mediator sudah benar dan tidak



menyimpang, karena terlebih dahulu mediator sudah mengetahui apa yang
menjadi kepentingan kedua pihak yang bersengketa, sehingga lebih mudah
menyusun rencana strateginya.

. Alternatif yang dibuat oleh mediator

Dalam tahapan proses mediator dalam mengemukakan alternatif masih kurang
tepat, karena masih ada ketidakpuasan dari keluarga yang bersengketa.
Temuan hasil penelitian membuktikan bahwa Kepala Desa masih kurang
tegas dalam mengemukakan alternatif penyelesaian sengketa tersebut.
Kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa dengan mediator

Dalam tahap proses tawar-menawar yang dilakukan leh mediator memang
sudah tepat, hanya kurang maksimal sehingga masih ada pihak yang keberatan
dalam proses kesepakatan ini.

. Sama-Sama melaksanakan kesepakatan

Dalam tahapan sama-sama melakukan kesepakatan antara kedua pihak yang
bersengketa memang sudah benar, hanya saja kedua keluarga masih dengan
berat hati melakukan kesepakatan tersebut.

. Tanda perjanjian bersama (Surat Kesepakatan)

Dalam tahapan ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tahapan
proses tanda perjanjian berlangsung dengan optimal dan berjalan sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan. Sehingga masalah itu selesai dan tidak ada

masalah sampai dengan sat ini.



6.2 Saran

Berdasrkan kesimpulan di atas yang berhubungan dengan Upaya

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Kepala Desa di Desa

Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka

disarankan :

1.

Dalam tahap menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa, mediator
harus tetap mempertahankan upayanya.

Dalam tahap mengetahui kepentingan-kepentingan para pihak yang
bersengketa, mediator sudah benar dan harus tetap mempertahankan upaya
ini.

Dalam tahap menyusun rencana strategi mediasi, mediator juga harus
mempertahankan upaya ini.

Dalam tahap alternatif yang dibuat oleh mediator diharapkan agar lebih tegas
dan jelih dalam mengambil alternatif, Karena masih ada keluarga yang kurang
puas dengan alternatifnya.

Dalam tahap kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa, mediator
diharapkan agar lebih maksimal lagi dalam mengatur kesepakatan tersebut.
Dalam tahap sama-sama melaksanakan kesepakatan, sudah benar dan
diharapkan tetap mempertahankan upaya tersebut.

Dalam tahap tanda perjanjian bersama (Surat Kesepakatan), juga sudah

berjalan dengan baik dan tetap mempertahankan upaya tersebut.
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